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PUTUSAN
Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Tbh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
Syafriyandi bin Busrah, tempat dan tanggal lahir Simpang Gaung, 10
Mei 2000, agama Islam, pekerjaan
Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Jalan Subrantas Lr. Cemara Indah
No. 29, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi
Riau, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan,
Cica Gustina binti Zulaidi, tempat dan tanggal lahir Sungai Empat, 20
Mei 2001, agama lIslam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Jalan Hj. Sadri No.56 A Toko Ela
Motor, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi
Riau, selanjutnya disebut Termohon;
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Pemohon.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08
Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada
hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan register perkara Nomor
316/Pdt.G/2023/PA.Tbh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai
berikut:
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Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal

15 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H,

yang dicatat oleh KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri

Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0174/07/XI11/2020,

tertanggal 15 Desember 2020 yang dengan sampai saat ini belum pernah

bercerai;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman bersama orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun
Pisang, RT002, RWO001, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan
Termohon berstatus gadis;

4, Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan
badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun
belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan

harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2021, rumah tangga Pemohon

dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh

karena;
a. Termohon bersifat cuek dan tidak peduli dengan Pemohon;
b. Termohon Sulit di Nasehati oleh Pemohon;
Termohon berselingkuh dengan Laki-Laki lain;
d. Termohon telah menikah sirri dengan Laki-Laki lain.
6. Bahwa percekcokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan
memuncak pada bulan Juni tahun 2021, yang menyebabkan antara lain:
a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun

2021, atau sudah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan,
Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena
Termohon ingin segera memiliki rumah, akan tetapi pada saat itu
Pemohon belum bisa mengabulkan permintaan dari Termohon, yang
mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Saat ini
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Pemohon tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Kelurahan
Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan dan Termohon tinggal di
rumah Pribadi yang beralamat di Kelurahan Tembilahan Kota,
Kecamatan Tembilahan;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir
maupun bathin sejak bulan Agustus tahun 2021, atau sudah selama 1
(satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

C. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan
tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon
(telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon
maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk
mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut
rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik
diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang
terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani/lPekebun dengan gaji dan
penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang
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memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Syafriyandi bin Busrah) untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Cica Gustina binti
Zulaidi) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam
membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon
dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan
Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya
mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.
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Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara, Pemohon menyatakan akan mencoba kembali rujuk
dengan Termohon, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak
melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena
itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon
untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
Menyatakan perkara Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp395.000 ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 2 Zulgaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Aidzbillah,
S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H. dan Ahmad Khatib, S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 2 Zulgaidah 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
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tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miswan,
S.H.l.,, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H. Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 70.000,00
- Panggilan ‘Rp 255.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah ‘Rp ,00
- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Amir Jaya, S.H..
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